BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan permasalahan penulis di atas, maka dapat

ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1.

Ketentuan-ketentuan dalam Terms and conditions mengenai data
pribadi dalam perusahaan penyelenggara jasa Peer to Peer Lending
PT. X, PT. Y, dan PT. Z telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor
27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi. Ketentuan dalam
terms and conditions mengenai data pribadi pengguna juga sudah
sesuai dengan POJK No. 10 Tahun 2022 Tentang LPBBTI dan POJK
No. 22 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat
di Sektor Jasa Keuangan. Perusahaan PT. X, PT. Y, dan PT. Z wajib
mematuhi kedua POJK tersebut karena ketiga perusahaan ini
merupakan perusahaan penyelenggara layanan pendanaan bersama
yang diatur keberadaannya dalam POJK dan diawasi oleh OJK.
Namun terdapat ketidakjelasan mengenai siapa pihak ketiga yang
memproses data pribadi penggunanya, jika terdapat kejelasan
mengenai siapa pihak ketiga akan lebih mudah untuk pengguna
mengerti akan tujuan pemrosesan data pribadi miliknya.

Apabila terjadi pelanggaran data pribadi, maka pengguna dapat
menempuh cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan dengan
cara mengajukan gugatan perdata berdasarkan Pasal 57 ayat (2) UU
PDP, Pasal 38 UU ITE, dan Pasal 1365 KUHPerdata. Adapun sanksi
administratif yang diatur dalam UU PDP berupa peringatan tertulis,
penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi,
pemusnahan data pribadi, serta denda administratif. Selanjutnya,
Perusahaan dapat dijatuhi sanksi pidana berdasarkan Pasal 67 sampai
Pasal 70 UU PDP. Untuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan
adalah melalui mekanisme penyelesaian sengketa oleh Lembaga

Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).
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5.2 Saran
1.

Hendaknya perusahaan penyelenggara layanan peer to peer lending
PT. X, PT. Y, dan PT. Z melakukan pengkajian kembali terhadap
ketentuan mengenai identitas pihak ketiga kepada penggunanya. Hal
tersebut menurut penulis akan membuat pengguna merasa aman saat
data pribadinya dikumpulkan ataupun diproses. Otoritas Jasa
Keuangan juga perlu memastikan bahwa terms and conditions
perusahaan tersebut menyesuaikan syarat dan ketentuannya kepada
Undang-Undang yang mengatur.

Bagi calon pengguna layanan jasa peer to peer lending hendaknya
membaca terms and conditions perusahaan terlebih dahulu. Hal
tersebut dilakukan agar di kemudian waktu pengguna dapat terhindar
dari penyalahgunaan data pribadi oleh oknum yang tidak
bertanggungjawab. Diperlukannya juga sosialisasi kepada masyarakat
terkait layanan yang ditawarkan oleh perusahaan sebelum
menggunakan layanan jasa perusahaan peer to peer lending. Untuk itu
sebaiknya setiap masyarakat umum harus memilih perusahaan yang
sudah terdaftar resmi di Otoritas Jasa Keuangan dan memastikan
bahwa perusahaan tersebut memiliki reputasi yang baik dan memiliki
terms and conditions yang sudah sesuai dengan aturan yang berlaku

di Indonesia.
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